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TENTANG

ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APEDes)

Menimbang

Menmngat

b

TAHUN ANGGARAN 2020
REFALA DEBA TAMBT/N ARANG

babwea Anggaran Pendaparan dan Belanjs Desa sebagai wajud
dari pengelolaan kevangan Desa dilaksanalan sccare terbuks
dani bertanggung jawab untluk sebesar-besarnya Kemnakrnorsn

masyarsat desa;
bahwa Rancengan Persturan Desa  tentang  Anggaran

Pendapatan dan Belamja Desa (APBDesa)  sebupmimana
dimalcsud pady hurof a, telah dibabus dan disepakati bersatana
Badan Perinusyswaratan Desa;

bahwa berdusarkan pertimbanpan sebapaimuns dimalksud pada
humf adan huref b perlu menetapkan Rencangan Perataran
Dess Tambun Arang lentang Anggavan Pendaparan dun Belanja
Desa (APBDcsa] menjadi Peraturan Desa  Tambun Arang
lentang Anggarun Pendspatan dan Belanja Desa [APBDes)
Desa Tahun Anggaran 2017 .

Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 tentang Pembentulian
Kabupaten Barolangun, Kabupaten Tebo, Ksbupaten Muaio
vambi dan EKabupaten Tanjung Jabung Timwr (Lembaran
HNegara Republik Indonesta Tahun 1999 Nomor 182, Tembahan
Lemibaran  Negara  Republic  Indonesia Womor 39035
sehagumana telah dinball dengan Undanp-Undang Nome:s 14
Tahun 200H) tentang Perubshan Atas Undang-Undang Nomor
-4 Tahun 199% tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
habupalen Tebo, Kabupaten Aore Jambi dan Kabuapaten
Tenjung Jabuang Thnur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talian 2000 Nomor 31, Tambahes Lembaron Negora Republik
Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlung Keuangan
Negara JLombaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2003
Komor 47, Tanbahan Lemburen Negars Fepublils ndomesiz
Fotnor 4286}

Undang-Undang Komor 1 Tahwn 2004 tentung Perbendaharaon
Negara {Lemibaran Negara Republik Indenesia Tehun 2004
komnor 5, Tambaban Lembaran Negara Republile Indonesis
Momor 4335 :
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundsngan-Undangan {Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2011 Nemor 32, Tambahun Lembaran Negara
Republik mdopesia Nomor 3234);

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ({Lembaran
Negara Repubkk Indenesia Tahun 2014 Nemor 7.Tambahsan
Lembaran Negara Republil Indonesis Notmor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dagrah (Lembaran Negars Republik Indonesizn Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 5547) sebagaimana tclah beberapa kali diubah teralchir
deagan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentaty Pemerintahan Dacrah (Lembarun Negara Republik
Indemesia Tahun 2014 Nomer 58, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679;

Persfurem Femerinteh Nomor 43 Tahun 2014 tenimng Peraturem
Felaksansan Undang-Undag Nomor & Tahun 2014 tentsng Desa
[Lembarén Negars Repnblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaren Negara Republik Indomesia Momor 5539
sebagaimana tetah diubeh dengan Peraturan Pemerintgh Mommor
47 Tahun 2015 testany Perubshan Atas Persturan Pemerintah
Numar 43 Tehun 2014 tentang Peratursn Pelaksansan Undang-
Unidens Nomor 6 Tahun 20714 tentang Desa (Lembauon Negara
Republik Indoncsia Tahmn 2015 Nomeor 157, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indeonesia Nomor 5717);

Perafutan Pemerintah Nernor 60 Tahun 2014 tentang tentans
Dana Desa Yang Bersumber Dan Anpgaran Pendapatsn dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomnor 108, Tambahan Lemmharan Negara Repuhblik
Indoneais Nomor 5598| sehagaimana telah divbah dengan
Peratiran Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015  tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintsh Nomer 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
tdath Belanja Negara {Lembarsn Negara Repohblik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomnr 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Fedoman Teknis Peraturan D4 Dera;

Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 113 Tehun 20314
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Daelam Negeri Nomor 114 ‘Tahun 2014
tentang Pedomen Pembanpunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 teotang
Kewenangan Desa {Berita Negara Republik Indenesia Taboa
2016 Nomor 1037);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemenntah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedotnsn Tata Cara
Pengadassan BarangfJasa di Desa (Berita Nepara Republik
indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagimsma telah diubah
dengan  Peraturan Kepala Lembaga Kebijolan Pengadaan
BaramgfJasa Pemeritriah Nemor 22 Tabun 2015 tentang
perubaban atma Peraturan Kepala Lembaga Kebijakon Nemor
13 Tahun 2013 tentang Pepgadaan Barang /Jasa di Desa
{Berita Negara Republilk mdonesia Tohun 2015 Nomor 1506);
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Peraturan Menteri Desa, Pembanginen Dacrah Tertingeal dun
Transmigrasi Nomar 22 Tahun 2016 tentang Penctapan
Priorites Pengpunaan Dans Dese Tabun 2017;

Peraturan Duerah Kabupaten Tebo Nomor 63 Tahun 2018
tentang Hadan Permusypawarstan Desa (Lembaran Dacrah -
Kabupaten Tebo Tabmun 2018 Nomor 05 );

Pergiuran Daersh Eabuparen Teboe Nomor 16 Tahun 2012
tenlang  Sumber Pendepatan Deaa  {Lembaran Daersh
Katmpaten Tebe Tehun 2012 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2012
tentang Redudoksn Kewmamgan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lemnbaran Dasrah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nosor 17);
Persluran Daerabh Kabupalen Tebo Nomor 1 Tahun 2014
tentang Polkole Pokok Penpelolaan Eeuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Teba Tahun 2014 Nomar 1);

Peraturan Daerah Esbupaten Tebo Nomor 04 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Organdsasi dan Tata Kerja
Pemeriatah  Desa Serts  Pengangkatan Peranpkast Desa
{Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 04);
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor..... Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tebo Tahun Anggarvan 2017 (Lembaran Dacrah Kabupaten Teba
Tahun 2017 Nomot.. Rl

Peraturan Bupati Tf:bu Nﬁm::ur o Tahun 2016 tentany Tals Cara
Pengadaon Barang/Jasa di Dess (Herdts Daecrah Kabupaten
Tebo Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Hupati Tebo Nomor 7 Tshun 2016 tentang Daftar
Eewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewensnsan
Lolal Bergkala Desa (Berita Daecrah Ka.]:mpau:n Tebo Tahun
2016 Nomar 7);

Peraturan Bupati Tebo Nomor 8 Tahun 2016 fontang Pedoman
ngalnfaan Keuangan Desa (Berita Daerak Esbupaten Teho
Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturann Bupat Tebo Komor 16 Tahun 2020 Tehtang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa, Isentip Rulkmn Telunpgs, Honozarium, Isentip den
Bantuan Opetasional Kelembagaan Desa dan Penerimaan lain-
finyang sah bagi Pemerintahan Deza seria sewa barang dan
jasa di Dess.

Peraturan Bupati Tebo Nomor 02 Tehan 2018 Tentang
Pedoman Pengelola Keuangun Desa (Berita Dacrah Kabupaten
Tehe netmor 02 Tahun 2018)

Peratluran Desa Tambun Arong Kecamatan Kecamautsn Muara
Tabir Kabupaten Tebo Nomeor 01 Tobhun 2018 tentang Rencanu
Pembangunan Jangks Menengah Desa (REJM Dess] Dega
Tambun Arung Kecamatan Tatnbun Arang Kabupaten Tebo
Tahun 23017 - 2022 [Lembaran Desa Tambun Arang Tahun
2017 Komer 01 )

Peraturan Desa Tambun Arany KecamatanMuara  Tabic
Kabupaten Tebo Nomor (52 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKF Desaj Desa Tambun Arang Hecamatan
Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2019 {Lembaran Dess
Tambun Arang Tahun 2119 Nomor 02 )



Denpan Kesepakatan Bersama

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA TAMBUM ARANG
dan

KEPALA DESA TAMBUN ARANG
MEMUTUISHAN ¢

Menetapkan @ PERATURAN DESA TAMBUN ARANG TENTANG ANGGARAN

FENDAPATAN DAN BELANJA DESA [APH Desa) TAHUUR ANGGARAN

2020

Fagal 1

Anggaran Pendapatsn dan Belanja Desa Tabun Anggaran 2020 dengan rincian
sebapgai berikut:

1. PENDAPATAN DESA:

A. FENDAFATAN ASLI DEEA B - o S e

B. FERDAPATAN TRANEFER RE, 1.E30.486.T18.00
1. Dana Desa [TIY Ep, 1.147.296.000 .00 -
2. Alokasi Dana Desa (ATHY Rp. 611277, (800,00,
4. Bantuan Kenangan Provins: Rp. 60, 000 000, O, -
4. Dana Bagr Hasil Pajak Dan Belobusi Dacrah EP. 19,919, 718.00.-
5. Penadapatan Luin -Lein NSy et PR Ak

JOMLAH FERDAPATAN "RP. LE3R486.718.00
2. BELANJA DESA

A BIDANG PENYELENGGARAAN FEMERINTAHAN By, 334 541 000.00

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA Ep. 1.066.675.000.00

C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAEAT Ep. 1168.669.718.00

E. BIDANG: PEMBEEDAYA AN MASYARAKAT Fp. 146.521.600.00

. BIAYA TAK TERDUCA = 2 o R o e A
JUMLAH BIayYa Ep. 23.920.600,00
SURFLUS /DEFISIT Ep.

3. PEMBIAYAAN DESA

A FENERIMAATN PEMEBIAY AAN Rp. 25.920.600,00

B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp. 25.920,600.00
SELISTH PEMBIAYAAN (A + B) RF.

Pagal 2

Liraian lebik lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belunja Desa sehagnimana
dimaksnd Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa it berupa Rinclan
Struktur Anggaran PendapaiaP dan Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimena dimaksod delsm Pasal 2 merupakan bagian yang
tidak tettnsabkan dan Peraturan Deaa ini.

Pagal 4
Kepaia Desa menetapkan Peraturen Kepals Desa dan/atau Keputusan Kepala Dosa
guna pelaksansan Peraturan Dera ini




Pazal 5
Peraturan Desa ind mulai berlaku pada tangpsl] dinndangloan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengendangan Peraturan Desa
i dalatn Lembaran Deea oleh Sekretaris Desa;

Ditetapkan di :  Tambun Arang
Pada tapgeal.. @ 01 Afnl 2020
' R FAMBUN ARANG

iR
R
1!

Dinndangkan di  : Tambun Arang
Pada Tangeal v O Afril 2020
SEERETARIS DESA TAMBUN ARANG

N

EYOFIAN

LEMBARAN DESA TAMBUN ARANG TAHUN 2020 NOMOR 01
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